
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 

PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 
NOMOR llS' TAHUN 2024 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESMN DAN PERKOTMN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata 
Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan clan 
Perkotaan; 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Selatan clan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi 
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor · 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4347); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah cliubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6881); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah clan Retribusi 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur Tahun 2024 Nomor l); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur. 
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur. 
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut 

Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Timur. 

5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya 
disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara Iangsung dan digunakan keperluan daerah bagi 
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, badan usaha milik negara,BUMD atau badan 
usaha milik desa dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk 
badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 
bentuk usaha tetap 

8. Pajak ... . 



8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 
selanjutnya disingkat PBB~P2 adalah Pajak atas bumi 
dan/ atau bangu.nan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali 
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 

9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan 
perairan wilayah Daerah. 

10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. 

11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP 
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual 
beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat 
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui 
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau 
nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. 

12. Nilai Jual Objek Pajak Bangunan yang selanjutnya disebut 
NJOP Bangunan adalah sebesar nilai konversi biaya 
pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah 
dikurangi penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian 
ke dalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai 
jual Bangunan yang akan ditetapkan dalarn Keputusan 
Bupati. 

13. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP 
adalah nomor identifikasi objek Pajak (termasuk objek 
yang tidak dikenakan Pajak yang mempunyai 
karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok 
dalam satu wilayah administrasi pemerintahan 
desa/ kelurahan. 

14. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah 
suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek 
Pajak yang mempunyai satu nilai indikasi rata-rata yang 
dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek Pajak 
dalam satu wilayah administrasi desa/kelurahan yang 
tidak terikat kepada batas blok. 

15. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya 
disingkat DBKB adalah daftar yang dibuat untuk 
memudahkan perhitungan nilai Bangunan berdasarkan 
pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama 
dan/ atau biaya komponen material Bangunan dan biaya 
komponen fasilitas Bangunan. 

16. Penyusutan adalah berkurangnya nilai Bangunan yang 
disebabkan oleh keusangan/penurunan kondisi fisik 
Bangunan. 

17. Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, 
mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data 
objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan. 

18. Objek .. .. 



18. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Pcrkotaan yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah 
Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, 
dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, 
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 

19. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adal~ 
orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyat 
suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas 
Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau 
memperoleh manfaat atas Bangunan. 

20. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah 
orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai 
suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas 
Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau 
memperoleh manfaat atas Bangunan. 

21. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang Jamanya 1 (satu) 
tahun kalender. 

22. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang hams dibayar 
pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, 
atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

23. Fiskus adalah pegawai Pemerintah Daerah yang diberi 
kewenangan untuk melaksanakan tugas pemungutan 
Pajak dan dikenal sebagai pejabat Pajak Daerah. 

24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan 
besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan 
Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan 
penyetorannya. 

25. Bank Persepsi adalah bank pemerintah/bank swasta yang 
ditunjuk untuk menerima pembayaran PBB-P2. 

26. Approval Code adalah bentuk pengesahan pembayaran 
PBB-P2 yang dilakukan secara elektronik yang dibuat 
dalam format tertentu serta diproses secara otomatis 
melalui data elektronik. 

27. Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan/ atau Lampiran 
Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya 
disingkat SPOP dan/ atau LSPOP adalah surat yang 
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data 
subjek dan Objek Pajak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

28. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya 
disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk 
memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada 
Wajib Pajak. 

29. Surat .... 



N 

~u. lh11·11t 'l'11t1dl\ 'l\111l111n tll'IIH'IIII ,VIIIIH tilll111U11111yu clit1inglcnl 
1-l't~rn l\th\ti-,h h\llltl 1)11111111\Vflt'IIII 1111111 pt1ny11cornn PnJnk 
y1\l\f( trl11h 1llh1lo1lrn11 <h11\t,\IIII 11111n1m111111lw11 fol'llwllr nlnu 
tt~h\h <lll11ln1lrn11 d1111n11n 1' 1\111t 111111 lw lrntt d1wrnll ml'l11lul 
lrmp11t 1u1mh11,yl\l'III\ y1111Jt dlll11\l11lc oloh I l11p111 I. 

~\O. H\H'l\t t,111t1hit}I\II Pt\1111< llt\lll'llh yn11g ,1111111\jlll ny11 <llnlnglrnl 
Ht,PI) 11dnl11h oumt lwlt1t11111111 P1\IHI< .v11ng 111t·1ie11111lrnn 
hNu11 n,y1, J\111111\h polwlt I •,,1111, ,vung 'l',1ru111 ng. 

~\ t . H\11'1\t t,,,1ot11p1n1 Pt\1111' 1)11111'11h l(11rnnJ.( I lnynr ynng 
t1t1lm\j\llt\\''' <lhthlfllc11t 111(1'I H\11 11dnlnh 11111·n• lrntc t11p1111 
l'1\h\l< ,V111'►t lllUllt 11111l<1111 lu1m11·11y11 J11111lnh polrnk Pujnlc, 
Jumlnh l(l'l'tlll J)(HtllJll,Vlll'tlll polml( 11<lmlnlt1I rullf Pn.Jnk, 
jumlnh lit 1,u,·1111J.(1111 hm111111,y11 1111111ml J11ml11h l'11j11k ynng 
mm1lh hm·\111 dll)lly1111. 

:t.?. H\lt'11t t,~lt tupun 1'1\Jnlc, JJn1 rnh K11rnn1-t LJn,vnr Tnmhnhnn 
,VHHH t1t1h\1\lutn,y11 dluln~lrnt Hl<Pl:>l(ll'I' ndnlnh f1urat 
lc-dct11p11n P1\Jnl< ynn►{ m mmtulum lnn1hnhn11 otn11jumlah 
Pt\lnl< ym-tij l 1luh dll t11plrn.11 

:33. Hurul lfolcl11pun P1\l11k Dncmh Nlhll ynng RelnnJutnyu 
diMlnglrnl Sl,Pl)N udnlnh tmrnt l<ett}tnpnn PnJnk ynng 
moucmtukun Juml11h r,okol< Ptrjnk tt11m11 bettnrnyn dengan 
jumluJ, ltrndll l\tjnlc flll\tl r,tjnl< lldnl< l<wntnllK dun tldnk 
ndu krcclll Pl\lfll<, 

34. 8tu·ot lfot <,t11p11n l'{tjnl< l)nornh Leblh Ooynr yang 
acluf\lUlt\YH dlHlr,gl<l\t Bl<PPI.B ndnlnh Rllrl\t kcletnpan 
Pl\JoJc y11t'IM montmlulcnn Jumloh l<elebUmn pemboyaran 
Pt\lOk lrnrcnu Jumlnh l<retlll PnJnl< leblh beRnr doripndn 
Poj11Jc yong 'l'ol'ltlnnR oto1.:1 RehnruH•l.Y" Udnk torutnng. 

35. Surut 'l'uglhtU\ l'1rjolc D1t rnh ynnl,( Relm\jutnyn dittingkat 
STPO ntloluh tHll'OI unl.ul< mOh\kUlrnn l11ftlhnn Pnjflk 
dun/uluu ttlll'll<ttl ndmlnlRtrntlf borupn bungn dnn/ntau 
do11du. 

36, Sm·o_t Kt11Hlll 11dnloh Nlll'I\I ynng rllclnlnmnyn berisi 
pcrullhun wuwc,11t111~ clorl oos orunR kopodn sesrornng 
yung lnln dtmgnn btwmt ternl (}Ul<:up. 

37, Doluinum utloluh duto <Inn lnfornu,ttl yam~ berknitnn 
dangun objul< tlun subJelc Pflll•P~ nntnrn loin kkntitns 
Wujlb Pt\juJ<, tlutu lcopomllllcnn, <Into pol'izinun. dntn 
J)oml>oyurun PIJU•P~. 

38. l'omoJ'ikH111111 l{1111lor ndul11h 11omorHrn11011 ynn~ dllnkuknn 
di lJupcn<.Ju, 

39. PomcrHuumH l.11p1111H1U1 nclnluh Pt nwrHumnn ynng 
dllukulcun <.JI lntnt}f\t kutluclulmn, ell h mp1\t, Objek Pnjnk, 
tcruput. JU.ifthtlnn uttnh11, tompnt tlngRnl W1\llh P1\lnl<, ntnu 
tcmr~ul 111111 y1111~ ctllonlulmn oloh lluptmd11. 

40. Lnponu, 1 lnull l'onml'll<ttnuu yn11,:c fmln1\juttwn dl1-1lnQl<nt 
Lill' udutull l11poru11 yunij ht t'IHI hmhmH pt lnktmnnun don 
houll Pomo1·llomun ynnt( dltt\ltt\111 oleh porn rlk1m 6 cnrn 
rhiijlmH tluo JeJott Hortn ""'"""'' drlllH(Hl 1'\lllnH llnftk"P dnn 
tltjuott pt murllcrmnn. 

,1 I , Snrnt .... 



41. Surot Portntah Pemerikeonn ndalah yang aelnnjutnyn 
dtaebut SP2 odnlnh eurnt perintnh untuk meluksannknn 
Pcmerikttaan. 

42. Utang Pajak adalah poJak yang maslh haru8 dibaynr 
terma8uk aankel o.dmlnletratlf berupa bunga, dendn at.au 
kenalkan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak 
atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-udangan perpajakan. 

43. Hak Atae Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan 
hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk 
ruang di ataa tanah, dan atau ruang di bawah tanah untuk 
menguaaal, memlllkl, menggunakan, dan memanfaatknn, 
aerta memellhara tanah, ruang di atae tanah, dan/atau 
ruang di bawah tanah. · 

44. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dart negara yang 
kewenangan pelaksanaannya sebagfan dtlimpahkan 
kepada pemegang Hak Pengelolaan. 

45. Jalur Kereta Api adalah prasarana kereta api yang 
diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api yang meliputi 
daerah manfaat,jalan kereta api, daerah milikjalan kereta 
api, daerah pengawasan jatan kereta api termasuk bagian 
bawahnya serta ruang bebas di atasnya. 

BAB II 
RUANO LINGKUP 

Pasa12 

(1) Tata cara Pemungutan PBB-P2 mencakup seluruh 
rangkaian proses yang harus dilakukan dalam 
menatausahakan, menerima, dan melaporkan 
penerimaan PBB-P2. 

(2) Tata cara Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: 
a. prosedur pendaftaran, Pendataan, 

penitaian, penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak; 
b. prosedur penerbitan, penyampaian SPPT; 
c. prosedur pembayaran dan pengangsuran; 
d. prosedur pelaporan; 
e. prosedur penagihan; 
f. prosedur mutasi, pembetulan, pembatalan, 

pengurangan ketetapan dan penghapusan atau 
pengurangan sanksi administratif; 

g. proeedur keberatan dan banding; 
h . prosedur pengembalian kelebihan pembayaran; 
i. prosedur penentuan kembati dan penundaan 

tanggal/ saatjatuh tempo; 
j. prosedur pemeriksaan; dan 
k. informasi. 

Pasal 3 .... 



Pasal 3 

(1) Untuk melaksanakan tata cara Pemungutan PBB-P2 
sebngalmana dimnksud da1am Pasa1 2 ayat (1 ), Bapenda 
mclaksnnnkan fungel : 
R. Pendataan dan penda~aran; 
b. ponilaian; 
c, pelayanan; 
d. penetapan; 
e. pengolahan data dan informnsi; 
r. penerimaan dan pelaporan; 
g. penagihan; dan 
h. pemeriksaan, 

(2) Fungsi Pendataan dan pendaftaransebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a , Bapenda melakukan 
Pendataan dan pendaftaran Objek Pajak dan Subjek 
Pajak. 

(3) Fungsi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf b, Bapenda melakukan penilaian Objek Pajak dan 
Subjek Pajak. 

(4) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, Bapenda melakukan pelayanan Pajak dalam 
tahapan Pemungutan PBB-P2. 

(5) Fungsi penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d, Bapenda melakukan penetapan Objek Pajak dan 
Su bjek Pajak, 

(6) Fungal pengolahan data dan informasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e, Bapenda mengelola basis 
data terkait Objek Pajak dan Subjek Pajak. 

(7) Fungsi penerimaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf f, Bapenda menyiapkan laporan 
reatisasi penerimaan dan tunggakan PBB-P2 berdasarkan 
data dan laporan darl pihak lain yang ditunjuk. 

(8) Fungsi penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf g, Bapenda melaksanakan penagihan terhadap 
Wajib Pajak yang telah melampaui batas waktu jatuh 
tempo. 

(9) Fungsi Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf h, Bapenda melakukan Pemeriksaan dengan tujuan 
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 
dan/ atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perpajakan daerah. 

BAB III .... 



BAB 111 
TATA CARA PEMUNOUTAN 

Bagfan l<oaatu 
Prosedur Pendaftaran, Pendntnan , Ponllafnn , Porn,tupun 

Objek Pajak dan Subjek Pc\Jak 

Parograf 1 
Proaedur PendaJtaran 

Pasa l 4 

(1) Pendaftaran Objek Pajak dllakukan dengon cnra Subjck 
Pajak menglsl formullr SPOP dan / atau LSPOP yang 
disediakan dan dapat diperoleh di Bapenda atau tempat 
lain yang ditentukan tanpa dikenakan biaya. 

(2) Setelah SPOP dan / atau LSPOP eebagufmana dfmak,md 
pada ayat ( 1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap eerta 
ditandatangani disampaikan ke Bidang PBB-P2 dan 
BPHTB Bapenda paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah 
tanggal diterimanya SPOP dan/ atau LSPOP oleh Subjek 
Pajak atau kuasanya, 

(3) Dalam hal SPOP dan / atau LSPOP dftandatanganl oleh 
eelain Subjek Pajak yang bereangkutan, harus dllampfri 
Surat Kuasa dari Subjek Pajak. 

(4) Persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran Objek 
Pajak/ Subjek Pajak terdiri atas: 
a . surat pengantar dari Desa/ Kelurahan; 
b. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau 

identitas lainnya dari Wajib Pajak; 
c. surat tanda bukti hak atas Bumi dan/ atau Bangunan 

yaitu: 
1. fotokopi bukti kepemilika.n hak atas Bumi dan/ atau 

Bangunan; 
2. fotokopi bukti Hak Pengelolaan atas Bumi dan/ atau 

Bangunan; atau 
3. fotokopi bukti hak penguasaan atas Bumi dan/ atau 

Bangunan; 
d. dalam hal buktf hak berupa pengelolaan sebagai man a 

dimaksud pada huruf c angka 2, maka harus 
melampirkan surat izin dari pemfllk Bumi dan/ atau 
Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 
l; 

e. surat keterangan Kepala Desa/ Lurah; dan 
f. foto berwarna kondisi terbaru yang menggambarkan 

Jetak Jokasi Objek Pajak disertai dengan titik koordfnat. 
(5) Pendaftaran PBB-P2 dengan cara mutasf dfkarenakan 

terjadinya peralihan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan, 
meliputi: 
a. pemecahan menjadi beberapa bidang tanah; 

b. pcrubahan .... 
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b. per~bahan data Subjek Pajak clan Objek Pajak karena 
SubJek Pajak dan Objek Pajak menjadi beberapa orang 
dan beberapa bidang; dan 

c. penggabungan Objek Pajak. 
(6) Bentuk, isf, dan t.ata cara penglslan formullr SPOP 

dan/atau LSOP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

(1) SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (3) wajib diteliti dan diverifikasi oleh Bapenda. 

(2) Penelitfan dan verifikasi sebagaf mana dimaksud pada ayat 
( 1) meliputf: 

a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SPOP 
dan/ atau LS POP; dan 

b. kelengkapan Dokumen pendukung SPOP dan/atau 
LSPOP. 

(3) Untuk setiap SPOP dan/atau LSPOP yang masuk, 
Bapenda berhak melakukan Pemeriksaan Lapangan 
untuk mengecek kebenaran data secara riil. 

Pasal6 

(1) Pendaftaran PBB-P2 dengan cara mutasi dilakukan 
dengan mengajukan permohonan kepada Bapenda. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dieampaikan menggunakan Bahasa Indonesia dengan 
mengisi formulir surat permohonan yang disediakan 
Bapenda dengan melampirkan: 
a. surat pengantar dari Desa/Kelurahan; 
b. fotokopi identitas Wajib Pajak/Subjek Pajak atau 

kuasanya apabila dikuasakan; 
c. Surat Kuasa bermeterai cukup apabila permohonan 

diajukan o]eh kuasanya; 
d.SPOP dan/atau LSPOP yang telah diisi dengan jelas, 

benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemohon; 
e . asli SPPT PBB-P2 Tahun Pajak berjalan; 
f. telah melunasi PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir, kecuali 

untuk proses mutasi gabung, NOP yang dihapus wajib 
lunas untuk semua kewajiban Pajak yang Terutang 
sebelum tahun berjalan; 

g. au.rat tanda bukti hak atae Bumi dan/atau Bangunan 
sebagaJmana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c; 
dan 

h. surat keterangan Kepala Desa/ Lu rah; 
(3) Dalam hal mutasi data bersifat minor, dapat dikecualikan 

dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
c. 

(5) Mutasl .... 
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(4) Mutasi data bersifat minor sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) merupakan perubahan atas data yang tidak 
mengakibatkan perubahan Wajib Pajak, berupa: 
a. pembetulan kesalahan penulisan nama Wajib Pajak; 

dan 
b. pembetulan kesalahan penulisan alamat Wajib Pajak. 

Pasal 7 

(1) Pondnftaran Objek Pajak sebagaimana dimnksud dnlam 
Pneal 6 dapatjuga dilakukan secnra on line melnlui system 
PBB-P2 Online Daernh, oleh admin Kecrunatan dan 
Deea/Kelurnhan. 

(2} Bapenda melakukan verifikasi, pengolahan dan penetapan 
data PBB-P2 dari data dukung yang telah diuptoad secara 
online, 

(3) Data objek dan Subjek Pajak yang sudah ditetapkan 
selanjutnya dilakukan pencetakan SPPT PBB-P2. 

(41 Pendaftaran Objek Pajak secara online sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan melalui Keputusan 
Bupati. 

Paragraf 2 
Prosedur Pendataan 

Pasal 8 

( 1) Pendataan Objek Pajak dilakukan oleh Bapenda dengan 
menuangkan hasilnya dalam fonnulir SPOP dan/atau 
LSPOP. 

(2) Pendataan Objek Pajak dilakukan dengan cara: 
a. pasif, yaitu Pendataan yang dilakukan oleh Subjek 

Pajak dengan cara mengisi, menandatangani, dan 
menyerahkan SPOP dan/atau LSPOP kepada Bapenda; 

b. aktif, yaitu Pendataan oleh Bapenda dengan 
menggunakan formulir SPOP dan/atau LSPOP melalui 
identifikasi Objek Pajak, verifikasi data Objek Pajak, 
dan pengukuran bidang Objek Pajak dengan 
mencocokkan data yang ada di Bapenda dengan konctiai 
sebenarnya objek dan Subjek Pajak di lapangan; 

(3) Dalam rangka Pendataan, Subjek Pajak wajib 
mendaftarkan Objek Pajaknya dengan mengisi SPOP 
dan/atau LSPOP. 

(4) SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap 
serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bapenda 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal 
diterimanya SPOP dan/ atau LSPOP oleh Subjek Pajak. 

(5) Pendo.taan .... 
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(5) Pendataan melalui fndentJfikasf dflakul<un padn Objek 
Pajak yang belum terdata dalam admlnlstrasi 
pembukuan PBB-P2. 

(6) Pendatann melaluf verfnkuet dflukukan pnda Objok Pajak 
yang sud ah ter<.lata clulam admfntstraet 
pembukuan PBB-P2 

(7) Berdaearkan haeil Pendataan scbagafmana dfmaksud 
pada ayat (1) apabfla dftemukan ketfdnkeeeuafan antara 
data yang dfmllfkf Wojlb Pajak atau Ffekus dengan 
bukti di lapangan dilanjutkan dengan pelaksanaan 
pemeriksaan. 

(8) Bentuk formulir permohonan pendaftaran 
objek/Subjek Pajak tercantum dalam Lampfran IJ yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 9 

(1) Berdasarkan hasil Pendataan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 terhadap Objek Pajak diberikan NOP. 

(2) Persyaratan untuk dikeluarkannya NOP sebagai 
berikut: 
a. melampirkan fotokopf identftas diri berupa kartu 

tanda penduduk atau Dokumen lain yang sah; 
b. melampirkan fotokopi bukti kepemilika.n,penguasaan 

atau pemanfaatan; 
c. surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah; dan 
d. mengisi formulir SPOP dan/LSPOP dfsertai tanda 

tangan Wajib Pajak atau kuasanya. 
(3) Pendataan terhadap mutasi penuh tidak 

menghilangkanNOP lama. 
(4) Pendataan terhadap mutasi pecah atas tanah induk, 

masing-masing penerima pecahan mendapat NOP baru, 
sedangkan NOP lama terpakai sebagai NOP induk. 

(5) Terhadap penggabungan beberapa NOP, NOP terkecil 
dipakai untuk NOP induk sedangkan NOP lainnya 
dihapus. 

(6) Struktur NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri dari 18 (delapan belas) digit, dengan urutan: 
a.digitke-1 (kesatu) dan ke-2 (kedua) merupakankode 

provinsi; 
b. digit ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) merupakankode 

kabupaten; 
c. digit ke-5 (kelima) sampai dengan digit 

ke-7 (ketujuh) merupakan kode kecamatan; 
d. digit ke-8 (kedelapan) sampai dengan digit ke-10 

(kesepuluh) merupakan kode desa/ kelurahan; 
e. digit ke-11 (kosebelas) sampa.i denga.n digit ke-

13 (ketiga betas) merupakan kode nomor urut 
blok; 

(f) digit .... 
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r. digit ke-14 (keempat betas) erunpai dcngan digit 
kc-17 (ketujuh betas) merupakan kode urut 
Objek Pajak; don 

g, digit ke-18 (kedelapan be.las) merupakan kodc 
tanda khusus, 

(7) Bentuk, isi, dan tata cara pengi.sian NOP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tcrcantum 
dalam Lampiran Ill yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 10 

(1) Dalam melakukan kegiatan Pendataan 
pemeliharaan basis data PBB-P2, Bapenda dapat 
bekerja sama dengan instansi yang terkait, 

(2) Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak dalam 
rangka pemeliharaan basis data dapat dilakukan 
oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­
undangan. 

Paragraf 3 
Prosedur Penilaian 

Pasal 11 

(1) Penilaian Objek Pajak dilakukan oleh Bapenda 
dengan menggunakan pendekatan penilaian yang 
telah ditentukan. 

(2) HaaU penilaian Objek Pajak aebagrumana cUmaksud 
pada ayat (1) digunakan sebagai daear menetapkan 
NJOP. 

(3) Penilaian Objek Pajak dapat dilakennakan melruui: 
a. penilaian massal, dimana NJOP Bumi dihitung 

berdasarkan nilai indikasi. rata-rata yang 
terdapat pada setiap ZNT seda.ngkan NJOP 
Bangunan dihitung berdasarkan OBKB; dan 

b. penilaian individu diterapkan pada Objek Pajak 
umum yang bernilai tinggi atau Objek Pajak 
khusus. 

(4) Kegiatan penilaian sebagaJmana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian, meliputi: 
a . pendekatan data pasar; 
b. pendekatan biaya; dan/ a tau 
c. pendekatan kapitalisasl pendapatan. 

5, Pcndckatan , .. . 

' I I 



-13-

(S) Pcndekatan data pasar scbagaimana dimaksud pada ayat 
(4) huruf a dilakukan dengan cara membandingkan Objek 
Pajak yang akan dinilai dengan Objek Pajak lain yang 
sejenis yang nilai juaJnya sudah diketahui dengan 
melakukan beberapa penyesuaian. 

(6) Pendckatan biaya sebagai.mana dimaksud pada ayat (4) 
huruf b dilakukan untuk penilaian Bangunan dcngan 
cara memperhitungkan biaya yang diketuarkan untuk 
membangun baru dikurangi dengan Penyusutan. 

(7) Pendekatan kapitali&aai pendapatan &ebagaimana 
dimak&ud pada ayat (4) huruf c dUakukan pada objek 
yang mcmJUld nilni komereil dengan eara mcnghitung 
atau memproyekatkan aeluruh pendapnta_n ntau sewa 
dalam 1 (aatu) tahun terhadap Objek Pajak dikurangl 
dengan kekosongan, biaya operaeional, dan hak 
pengusaha. 

Paragraf 4 
Prosedur Penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak 

Pasal 12 

(1) PBB-P2 dipungut atas kepemilikan, penguasaan, 
dan/ atau pemanfaatan Bumi dan/ atau Bangunan. 

(2) Termasuk dalam pengertian Bangunan meliputi: 
a. jalan lingkungan yang terletak dalam 1 (satu) 

kompleks Bangunan seperti hotel, pabrik dan 
emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan 
dengan kompleks Bangunan tersebut; 

b. jalan tol; 
c. kolam renang; 
d . pagar mewah; 
e. tempat olahraga; 
f. taman mewah; 
g. menara dan sejenisnya 
h. bendungan; 
i. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas,pipa 

minyak; dan 
j. galangan kapal, dermaga; 

(2) Kriteria pagar mewah, tempat olahraga, dan taman 
mewah aebagaimana dimakaud pada ayat (2) aebagai 
berikut: 
a . pagar mewah dengan harga pembuatan Rp 1.500.000,00 

(satu juta Hrna ratus ribu rupiah) per meter persegi ke 
atas· , . 

b. tempat olahraga yang dikomerstalkan; dan 
c. taman mewah dengan harga pembuatan Rp 

1.500,000,00 (eatu juta lima ratus ribu rupiah) per 
meter peraegi ke atae dan/ a tau dikomersilkan. 

3. Objek .... 
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(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah Objek 
Pajak yang: 
a. digunakan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan 

pemerin tahan; 
b. dlgunakan hanya untuk melayani kepentingan 

umum di bidang ibadah, eoeial, kesehatan, 
pcndidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak 
dimaksudkan untuk memperoleh keuntunganj 

c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, 
atau yang ecjenis dengan itu; 

d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan 
wisata, ta.man nasional, tanah penggembalaan yang 
dilaksanakan oleh desa, dan tanah negara yang 
belum dibebani suatu hak; 

c. digunakan oleh perwakilan diptomatik dan koneulat 
berdaearkan aeae perlakuan timbal balik; dan 

f. digunakan oleh badan atau perwakilan Lembaga 
Intemaaional seauai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Paeal 13 

(1) Casar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. 
(2) Besamya NJOP eebagaimana dimakeud pada ayat ( l) 

ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek 
Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai 
dengan perkembangan wilayah. 

(3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 
berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari 
traneakaijual bell yang terjadi secara wajar. 

(4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat 
dilakukan dengan metode: 
a. pcrbandingan harga dengan objek lain yang sejenis; 
b. nilai perolehan baru; atau 
c. nilai jual pengganti. 

(5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 
ditetapkan berdasa.rkan proses penilaian. 

(6) Perhitungan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

(7) Tarif PBB-P2 ditentukan sebagai berikut: 
a. lahan permukiman dan lahan produktif ditetapkam 

maksimal 0,5% 
b. lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih 

rendah dari tarif lahan pennukiman dan tahan 
produktif. 

8. Besaran .. .. 
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(8) Beearan pokok PBB-P2 yang terutang dfhitung dengan 
cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana 
dimakeud pada ayat ( 1) dcngan tarlf aebagaimana 
dimakeud pada ayat (4) Pajak eetelah dfkurangt 
NJPPTKP, dengan rumua aebagaf berikut: 
Besaran Pokok PBB•P2 • (NJOP - NJOPTKP) x tarif 

(9) Beeamya NJOPTKP ditetapkan minimal Rp 
10.000.000,00 (aepuluh juta rupiah) untuk aetiap Wajib 
Pajak. 

(10) Apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) Objek 
Pajak berupa Bumi dan/atau Bangunan, maka NJOPTKP 
dikenakan untuk 1 (satu) Objek Pajak Bumi dan/ atau 
Bangunan dengan nilai NJOP terbesar. 

(11) Penghitungan besaran pokok PBB-P2 dituangkan dalam 
SPPT. 

(12) Apabila besamya Pajak PBB-P2 kurang dari Rp 
10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka akan ditetapkan 
menjadi Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) . 

( 13) Tarif PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan 
Perhitungan NJOPTKP acbagaimana dimaksud pada ayat 
(9) ditetapkan dengan Kcputuean Bupati. 

Pasal 14 

(1) Masa Pajak dimulai tanggal 1 Ja.nuari dan berakhir 
tanggal 31 Desembcr pada tahun berkenaan. 

(2) Penentuan Pajak yang Terutang dilakukan berdasarkan 
keadaan Objek Pajak pada tanggal 1 Januari 

Pasal 15 

(1) Atas Bumi dan/atau Bangunan yang 
dikuasai/ dimUiki/ dimanfaatkan oleh PT. Kereta Api 
Indonesia (Persero) dikenakan PBB-P2 sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Atas Bumi dan/atau Bangunan yang 
dikuasai/dimiliki/dimanfaatkan oleh PT. Kereta Api 
Indonesia (Persero) yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah: 
a. Jalur Kereta Api yang terletak di luar stasiun kereta api; 

dan 
b. fasilitas operasional sarana kereta api yang terletak di 

luar stasiun kereta api. 

Bagian Kedua .... 
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Bogian Kedua 
Proeedur Pcncrbitan dan Pcnyampaian SPPT 

Paragraf l 
Proeedur Penerbltan SPPT 

Paeal 16 

(1) Kepala Bapcnda atas nama Bupati menerbitkan 
SPPT / SKPD / SKPDN. 

(2) SPPT dicetak/diterbitkan berdasarkan data yang telah 
tersedia pada basis data Pemerintah Daerah den/ a tau 
berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak. 

(3) SPPT/SKPD/SKPDN dapat diterbitkan melalui: 
a. pencetakan massal; 
b. pencetakan biasa dalam rangka: 

t. pembuatan salinan SPPT /SKPD; 
2. penerbitan SPPT / SKPD / SKPDN sebagai tindak 

lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan 
atau pembetulan; 

3. tindak lanjut pendaftaran Objek Pajak baru; 
4. mutasi objek dan/atau Subjek Pajak. 

(4) Pencetakan massal sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf a dilaksanakan pada trlwulan perts.ma tahun 
berjalan 

(5) Permohonan cetak salinan SPPT/SKPD sebagaimana 
dimakeud pada ayat (3) huruf b angka 1 disampaikan 
kepada Bapenda melalui desa/kelurahan dengan 
persyaratan sebagai berikut: 
a. eurat permohonan salinan SPPT yang ditandatangani 

oleh desa/kelurahan; dan 
b. melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk, kartu 

keluarga, atau identitas lainnya darl Wajib Pajak. 
(6) Bentuk surat permohonan salinan SPPT sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam 
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 17 

(1) SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak. 
(2) SP?T berfungsi sebagai surat pemberltahuan terutang 

Pajak untuk menetapkan besamya Pajak terutang yang 
harua dibayar dalam 1 (satu) Tahun Pajak. 

(3) Dalam rangka meningkatkan efieiensi pelaksanaan 
tugas, khususnya penandatanganan SPPT, maka 
penandatanganan SPPT dilakukan dengan ketentuan 
sebagai beriku t: 
a. cap dan tanda tangan cetakan untuk ketetapan sampai 

dengan Rp 2.000.000,00 (duajuta rupiah); dan 

b. cap .... 
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b. cap dan tanda tangan basah untuk ketetapan Jebih dari 
Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). 

(4) Form~lfr SPPT terdirl darl lnformasl aebagaf berlkut: 
a. bagian atas: 

1. nomor seri formulir; 
2. nama Pemerintah Daerah dan instansinya· 
3. informasi berupa tulisan "SPPT PBB-P.2 bukan 

merupakan tanda bukti kepemilikan hak"· 
4. jenis Pajak; ' 
5. NOP; 
6 . letak Objek Pajak; 
7. nama dan alamat Wajib Pajak; 
8. nomor pokok Wajib Pajak; 
9 . luae Bumi dan/ atau Bangunan; 
10. kelae Bumi dan/ atau Bangunan; 

11. NJOP per meter persegi (m2) Bumi dan/ atau 
Bangunan; 

12. total NJOP Bumi dan/ atau Bangunan; 
13. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2· 
14. NJOP tidak kena Pajak; ' 
15. NJOP untuk perhitungan PBB-P2; 
16. PBB-P2 terhutang; 
17. PBB-P2 yang harus dibayar; 
18. tanggal jatuh tempo; 
19. barcode; 
20. tempat pembayaran; dan 
21.penandatanganan. 

b. Bagian bawah: 
1. Barcode; 
2 . nama Wajib Pajak; 
3 . letak Objek Pajak NOP; 
4. SPPT tahun/ Rp; 
5. tanggal diterima; 
6. tanda tangan; dan 
7. narna terang. 

(5) SPPT PBB-P2 dikelompokkan menjadi 5 (lima) buku daftar 
himpunan ketetapan Pajak yaitu: 
a. buku I jumlah pokok ketetapan Rp 0,00 (nol rupiah) 

sampai dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah); 
b . buku Iljumlah pokok ketetapan Rp 100.001,00 (seratus 

ribu satu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,00 (lima 
ratus ribu rupiah); 

c. buku III jumlah pokok ketetapan Rp 500.001 ,00 (lima 
ratua rlbu aatu rupiah) aampai dengan Rp 2.000.000,00 
(dua juta rupiah); 

d. buku IV jumlah pokok ketetapan Rp 2.000.001,00 (dua 
juta aatu rupiah) aampai denganRp 5.000.000,00 (lima 
juta rupiah); dan 

e. buku V jumlah pokok ketetapan di atas Rp 
5.000.000,00 (lfma juta rupiah). 

(6) Bentuk .... 
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(6) Bentuk dan isi SPPT sebaga.imana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pnsal 18 

Sl<PO dtterbttknn dnlrun hot: 
a, apabila SPOP dan/atau LSPOP tldak difmmpalkan dalam 

jnngkn waktu 30 (Ugo. puluh) harl sctelah tanggal 
ditertmanya SPOP dan/atau LSPOP dan setelah dltegur 
secara tertulis oleh Kepala Bapenda sebagaimann 
dltentukan dalnm aurat teguran; dan 

b. eurat teguran aebagaimana dimaksud pada huruf a 
merupaka.n eurat peringatan kepada Wejib Pajak untuk 
menyampaikan SPOP dan / atau LSPOP yang harus diisi 
dengan jelas, benar dan lengkap. 

Pasal 19 

(1) Kepala Bapenda atas nama Bupati dapat memberikan 
surat keterangan NJOP kepada Wajib Pajak sesuai 
permohonan Wajib Pajak, dengan ketentuan: 
a. SPPT PBB-P2 belum dicetak oleh Bapenda; 
b. sebagai pengganti sementara SPPT dalam hat 

penguruaan perayaratan adminietrasi yang 
membutuhkan adanya SPPT; dan 

c. surat keterangan NJOP dinyatakan tidak berlaku 
apabila SPPT telah dicetak oleh Bapenda. 

(2) Kepala Bapenda ataa nama Bupati dapat memberikan 
saHnan SPPT/SKPD/STPD atas perrnohonan Wajib 
Pejak. 

(3) Kepala Bapenda atas nama Bupati dapat memberikan 
surat keterangan NJOP dan salinan SPPT/ SKPD/STPD. 

(4) Bentuk surat keterangan dan surat permohonan NJOP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 2 
Penyampaian SPPT 

Pasal 20 

(1) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan: 
a. buku I, buku 11, dan buku llI sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c, 
disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Camat, 
Kepala Oesa/Lurah, dikecualikan bagi SPPT menara 
telekomunikasi dan badan usaha milik negara 
disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Bapenda; dan 

b. buku .... 
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b. buku IV dan buku V sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (5) huruf d, huruf e, dan SPPT menara 
telekomunikasi dan/ atau badan usaha milik negara 
disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Bapenda. 

(2) Sebe1um SPPr dtsampalkan pada Wajib Pajak dilakukan 
kegiatan Pemerikaaan terhadap iai SPPT, yaitu meliputi: 
a. Subjek Pajak; dan 
b. Objek Pajak; dan/atau 
c. NJOP. 

Pasal 21 

(1) Penyampaian SPPT dilaksanakan pada triwulan pertama 
Tahun Pajak berkenaan setelah selesai pencetakan 
massal. 

(2) Jangka waktu penyampaian SPPT paling lambat: 
a . 5 (lima) hari kerja dari Camat ke Kepala Desa dan 

Lurah; dan 
b. 25 (dua puluh lima) hari kerja dari Kepala 

Desa/Lurah kepada Wajib Pajak. 

Pasal22 

(1) Penyampaian SPPT oleh Bapenda kepada Camat 
dituangkan dalam berita acara yang dibuat rangkap 2 
(dua), untuk clidistribusikan kepada: 
a. Kepala Bapenda; dan 
b. Camat 

(2) Berita acara penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibuat oleh Camat dalam rangkap 3 (tiga) 
untuk didistribusikan kepada: 
a. Camat; 
b. Kepala Desa/Lurah; dan 
c. Kepala Bapenda. 

(3) Berita acara penyampaian SPPT PBB-P2 sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) harus 
ditandatangani oleh para pihak. 

(4) Format berita acara penyampaian SPPT sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 23 

(1) Wajib Pajak wajib menandatangani tanda bukti 
penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal 
diterimanya SPPT tersebut. 

(2) Tanda bukti penerimaan SPPT sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan dasar dalam pelaksanaan 
penagihan. 

(3) Tanda .... 
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(3) Tanda bukti penerimaan SPPT eebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) bcrada pada bagian bawah SPPT 
selanjutnya diaarnpaikan kepada Kepala Desa/Lurah. 

(4) Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
menghimpun dan menyimpan tanda bukti penerimaan 
SPPT yang diterima dari Wajib Pajak, kemudian dicatat 
dalam daftar rekapitulasi penyampaian SPPT dan 
selanjutnya disampaikan kepada Camat. 

(5) Daftar rekapitulasi penyampaian SPPr sebagaimana 
dimakeud pada ayat (4) diacrahkan ke Bapenda oleh 
Camat aetiap hari kerja dengan menggunakan tanda 
terima formulir SPPT 

Paaa.124 

(1) SPPT yang tidak diterima atau tidak dieampaikan 
kepada Wajtb Pajak oleh Kepala Deaa/~urah harua 
dikembalikan kepada Bapenda melalut Camat dengan 
berita acara pengembalian SPPT. 

(2) SPPT yang dikcmbalikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disebabkan karena SPPT ganda atau Wajib 
Pajak dan/ atau penanggung Pajak tidak dapat 
ditemukan. 

(3) Format berita acara pengembalian SPPT sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Vlll 
yang mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Bagian Ketiga 
Prosedur Pembayaran dan Pengangsuran 

Paragraf 1 
Pembayaran 

Pasal 25 

(1) PBB-P2 yang terutang dibayar di Bank Persepsi atau 
tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Pembayaran PBB-P2 secara tunai dapat dilakukan oleh 
WeJib PeJak metalui petugas pemungut 
Bapenda/ deaa/kelurahan. 

(3) Pembayaran PBB-P2 yang terutang dilakukan dengan 
menggunakan SPPT/STPD dan/atau menunjukan NOP 
PBB•P2 yang tclah ditcrima ol,eh Wajib Pajak. 

(4) Haan penerimaan PBB-P2 aebagaimana dimakaud pada 
ayat (2) harua diaetor kc Bank Peraepai atau tempat lain 
yang ditetapkan oleh Bupati paling lambat 1 x 24 (satu 
kali dua puluh empat) jam. 

(5) Apabila .... 



(5) Apabna pcmbayaran Pajak sebagatmana dimaksud 
pada ayat (2) jatuh pada hari libur maka pcmbayaran 
Pajak dilakukan pada hart kerja berikutnya. 

(6) Penunjukan Bank Peraepal 1ebagrumann dfmakaud 
pada f.\yat (l) dltetapkan dengan Keputuaan Bupati. 

Paaal 26 

(1) Oalam rangka efialenaf penyetoran PBB-P2 dari petugas 
pemungut desa/kelurahan ke Bank Persepsi atau 
tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, pihak 
desa/kelurahan: 
a. membuat jadwal penerimaan PBB-P2 paling sedikit 1 

(satu) minggu sekalJ; 
b. menunjuk koordinator PBB-P2 desa/kelurahan 

untuk melakukan pembayaran PBB-P2 melalui Mal 
Pe lay an an Pu blik a tau Bapenda 

c. koordinator PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada 
huruf b bertanggungjawab mutlak atas pembayaran 
PBB-P2 tersebut. 

(2) Penjadwalan penerimaan PBB-P2 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus disosialfsasikan kepada 
masyarakat dan dikoordinasikan dengan Bapenda. 

Pasal 27 

(1) Pembayaran PBB-P2 terutang di Bank Persepsi yang 
ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 
( 1) dilakukan dengan menggunakan layanan 
perbankan baik secara tunai maupun non tunai. 

(2) Pembayaran PBB-P2 secara non tunai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila jumlah 
rekening Wajib Pajak yang ada pada tempat 
pembayaran elektronik telah berhaeil didebet oleh Bank 
Persepsi. 

(3) Bukti pembayaran/penyetoran PBB-P2 yang 
diterbitkan di tempat pembayaran eebagaimana 
dimakaud pada ayat (1) dianggap eah sebagai STIS 
apabila telah dicantumkan "Approval Code'. 

(4) Tanda bukti pembayaran PBB-P2 yang terutang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan 
SSPD atau bukti pembayaran lain yang sah 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. 

(5) Bentuk dan iai SITS sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 28 .... 
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Pasal 28 

( 1) PBB-P2 yang terutang wajib dilunasi sebelum lewat 
tanggal jatuh tempo pembayaran. 

(2) Jatuh tempo pembayaran eebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) ditetapkan setiap tanggal 30 September pada 
Tahun Pajak. 

Paragraf 2 
Pengangsuran Pembayaran 

Pasal 29 

(1) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak setelah 
memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat 
memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk 
mengangsur pembayaran PBB-P2. 

(2) Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan yang ditentukan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a . Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas, 

dibuktikan dengan menunjukkan besarnya raaio aktiva 
lancar terhadap utang lancar kurang dari 1 (satu) serta 
melampirkan laporan keuangan tahun sebelumnya 
dan/atau SPr tahune.n Pajak penghasilan bade.n tahun 
sebelumnya; 

b. Wajib Pajak orang pribadi yang mengalarni kesulitan 
keuangan, dibuktikan dengan: 
1. surat keterangan tidak mampu dari Kepala 

Desa/Lurah dalam he.1 Wajib Pajak tidak 
menyelenggarakan pembukuan; atau 

2. menunjukkan besamya rasio aktiva lancar terhadap 
utang lancar kurang dari 1 (satu) dalam hal Wajib 
Pajak dimaksud menyelenggarakan pembukuan serta 
melampirkan laporan keuangan tahun sebelumnya. 

c. Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar 
kekuasaannya, yang meliputi bencana alam, 
kebakaran, huru-hara/kerusuhan masal, atau keadaan 
lain berdasarkan pertimbangan Bupati. 

(3) Batas waktu pelunasan pengangsuran atas pembayaran 
PBB-P2 terutang dapat diberikan paling lama padatanggal 
jatuh tempo. 

(4) Apabila SPPT/SKPD/STPD tidak atau kurang dibayar 
setelah jatuh tempo pembayaran terlampaui, dikenakan 
sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua 
persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. 

(5) Pembayaran angsuran PBB-P2 dilakukan dengan 
menggunakan SSPD PBB-P2. 

(6) Format .... 



(6) Format surat permohonan pengangsuran pembayaran 
dan surat persetujuan pembayaran angsuran 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam 
Lampiran X yang merupakan bagfan tfdak terpfsahkan 
dari Peraturan Bupati inL 

Bagian Keempat 
Prosedur Pelaporan 

Pasal 30 

(1) Pelaporan PBB-P2 dilaksanakan oleh Bapenda. 
(2) Pelaporan PBB-P2 bertujuan untuk memberikan informasi 

tentang realisasi penerimaan PBB-P2 sebagai bagian dari 
pendapatan asli daerah. 

(3) Pelaporan sebagaimana dfmaksud pada ayat ( l) 
berdasarkan SPPT, SKPD, SSPD, dan Dokumen lain yang 
sah dari bank tempat pembayaran. 

(4) Bapenda menerima laporan penerimaan PBB-P2 dari bank 
tempat pembayaran paling lam bat pada tanggal 10 
(sepuluh) bulan berikutnya. 

(5) Format pelaporan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kelima 
Prosedur Penagihan 

Pasal 31 

(1) Penagihan dilaksanakan melalui penetapan STPD, 
SKPDKB dan/atau SKPDKBT. 

(2) STPD, SKPDKB dan/ a tau SKPDKBT sebagaimana 
dimaksud padaayat (1) dapat diikuti dengan surat teguran 
dan/atau surat paksa. 

(3) Sebelum surat teguran diberikan, dilakukan upaya 
persuasif selama 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo. 

(4) Surat teguran eebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dibcrikan 7 (tujuh) hari setelah dilakukan upaya 
persuaeif. 

(5) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, 
khuauanya penandatanganan STPD, maka 
penandatanganan STPD dilakukan dengan ketentuan 
eebagai berikut: 
a. cap dan tanda tangan cetakan untuk tagihan sampai 

dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)i dan 
b. cap dan tanda tangan baeah untuk tagihan lebih dari 

Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 

Pasal 32 .... 



Paeal 32 

(1) Penetapan SKPDKB/SKPDKBT dilakukan melalul 
tahapan: 
a. Bapenda memerikea SPPT/SKPD, STPD, SSPD eebelum 

lcwat jangka waktu S(Hma) tahun eejak dlbayar oleh 
Wajib Pajak; 

b. tcrhadap SPPT /SKPD, STPD, SSPD yang ternyata 
kurang bayar, Bapenda menetapka.n 
SKPDKB / SKPDKBT; 

c. Wajib Pajak menerima SKPDKB/SKPDKBT dan 
membayarkan PBB-P2 terutang sesuai dengan 
prosedur pembayaran PBB-P2. 

(2) Penerbitan Surat Teguran, melalui: 
a. STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputuean 

Pembetulan, Surat Keputuean Keberatan dan 
Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak 
yang harus dibayar bertambah merupakan dasar 
penagihan Pajak dan harus dilunasi dalam jangka 
waktu paling lama 1 (eatu) bulan eejak tanggal 
diterbitkan; 

b. dalam hal STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat 
Keputuaan Pembetula.n, Surat Keputusan Keberatan 
dan Putuean Banding dalam jangka waktu 
sebagaimana dimakeud pada huruf a, maka dalam 
waktu 1 (eatu) bulan sejak hari jatuh tempo 
Bapenda melakukan upaya persuaetf kepada Wejib 
Pajak agar melunasi PBB-P2 terutang; 

c. setelah 1 (satu) bulan sejak hari jatuh tempo, atas 
permohonan penundaan atau pembaye.ran PBB-P2 
secara mengangaur oleh Wajib Pajak yang disetujui, 
Bapenda tetap melakukan upaya persuasif kepada 
Wajib Pajak agar melunasi PBB-P2 terutang; dan 

d. setelah 15 (lima belaa) hari eejak jatuh tempo, atas 
permohonan penundaan atau pembayaran Pajak 
secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak 
disetujui, Bapenda menerbitkan surat teguran. 

(3) Format surat teguran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Keenam .... 
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Umum 

l>nsnl33 

(1) Kepnln Bnpendn ntns nnma Bupati dapat membetulkan 
SPP'l\ SKPD dnn STPD yang dalam penerbitannya 
tcrdnpnt kesnlnhnn tulle dnn/ atau kesalahan hi tung 
dl\n/ntau kekelirunn penerapan ketentuan tertentu 
dnlnm pernturan perundang-undangan perpajakan 
dnernh. 

(2) Kepaln Bnpenda atas permohonan Wejib Pajak dapat: 
a. melakukan perubahan mutasi data objek/Subjek 

Pajak; 
b. mclakukan pembetulan SPPT/SKPD/STPD yang salah; 
c. membatalkan SPPT/SKPD/S'I'PD yang tidak benar; 
d. mengurangkan SPPT /SKPD / STPD; dan/ atau 
e. mengurangkan atau menghapuskan sanksi 

administratif PBB-P2 berupa bunga, denda dan 
kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib 
Pajak atau bukan karena kesalahan Wajip Pajak. 

(3) Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat mengurangkan 
atau menghapuskan sanksi administratif PBB-P2 
berupa bunga dan denda karena: 
a. Subjek Pajak terkena bencana sosial dan/ atau 

wabah penyakit; 
b. Objek Pajak terkena bencana alam seperti gempa bumi, 

banjir, tanah longsor, atau sebab lain yang luar biasa 
seperti kebakaran, kekeringan, wabah penyakit 
tanaman ataupun hama tanaman; dan/atau; 

c, kondisi tertentu lainnya seperti program percepatan 
penyelesaian piutang dan pemberian stimulus untuk 
meningkatkan pei:ekonomian masyarakat; 

(4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif 
PBB-P2 berupa bunga dan denda dalam kondisi 
tertentu sebagalmana dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(5) Dalam rangka percepatan target penerimaan PBB-P2 
Kepala Bapenda dapat mengurangkan atau 
menghapuskan sanksi administratif PBB-P2 berupa 
bunga dan denda. 

(6) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif 
PBB-P2 berupa bunga dan denda dalam rangka 
percepatan target penerimaan PBB-P2 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Bapenda. 

Paragraf 2 .... 
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Paragraf 2 
Mutasi 

Pasal34 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan mutaei/perubahan atae 
data objek/Subjek Pajak yang diakibatkan oleh jual­
beli, waris, hibah atau sebab lain yang mengakibatkan 
berubahnya objek/Subjek Pajak. 

(2) Pengejuan permohonan mutaei/perubahan 
objek/Subjek Pajak eebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat diajukan secara perorangan maupun kolektif 
dengan ketentuan: 
a. mengajukan permohonan secara tertutis dalam 

bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala 
Bapendai 

b. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, 
dan dalam hal surat permohonan ditandatangani 
oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat 
Kuasaj 

c. mengisi SPOP dan/atau LSPOP denganjelas, benar, dan 
lengkap serta ditandatangani; 

d. permohonan kolektif diajukan untuk SPPI' dengan 
ketetapan tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (aatu juta 
rupiah)i 

e. melampirkan aeli SPPT tahun berjalan; 
f. telah melunaei PBB-P2 minimal 5 (lime.) tahun terakhir; 

dan 
g. melampirkan bukti pendukung sebagai berikut: 

1. eurat pengantar dari Desa/Kelurahan untuk 
pengajuan secara perseorangan; 

2. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga 
atau identitas lainnya dari Wajib Pajak; 

3.surat tanda buktt hak atas Bumi dan/atau 
Bangunan sebagaimana dimakeud dalam Paeal 4 
ayat(4) hurufb; dan 

4. surat keterangan Kepala Desa/Lurah. 
(3) Bentuk formulir permohonan mutasi/perubahan 

objek/Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pa.ragraf 3 .... 



Paragraf 3 
Pembetulan SPPT 

Pneal 35 

(1.) [)nlnm hat SPPT telah dieampaikan kepada Wajib Pajak 
dnn ditomukan keealahan seperti nama Wajib Pajak, 
nlnmat, lunsen Objek Pajak, Wajib Pajak dapat 
mengajuknn permohonan pembetulan kepada Bapenda. 

(2) Atas permohonan pembetulan eebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bapenda melakukan verifikasi dan 
pembetulan. 

(3) Verifikaai dan pembetulan sebagaimana dimaksud pada 
eyat (2) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak 
diterimanya pengajuan/permohonan dari Wajib Pajak. 

(4) Permohonan pembetulan SPPT, SKPD, STPD dan 
SKPDLB PBB-P2 dapat diajukan secara perorangan 
maupun kolektlf dengan ketentuan: 
a. permohonan pembetulan secara perorangan harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
1. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 

(satu) surat keputusan atau surat ketetapan; 
2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 

disertai alasan yang jelas; 
3. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda; 
4. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, 

dan dalam hal surat permohonan ditandatangani 
oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat 
Kuasa; 

5. mengtsi SPOP da.n/a.tau LSPOP dengan jelaa, benar 
dnn tengkap 1ertn ditandatansani, untuk keeutlahan 
ZNT dnn kesnlahan no.ma Wajib Pajak atau alrunat 
objek ntau Subjek Pajak, sednnglmn untuk kesalahnn 
yang dleebabkan karena kekeliruan memasukkan 
data tidak perlu mengisi SPOP dan/atau LSPOP; dan 

6. melampirkan bukti pendukung sebagai berikut: 
a) surat pengantar dari Desa/Kelurahan; 
b) asli SPPT/SKPD/STPD/SKPDLB tahun berkenaan; 
c) telah melunasi PBB-P2 minimal 5 tahun terakhir; 
d) fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga 

atau identitas lainnya dari Wajib Pajak; 
e) surat tanda bukti hak atas Bumi dan/atau 

Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (4) huruf c; dan 

ij surat keterangan Kepala Desa/Lurah. 
b. permohonan pembetulan secara kolektif harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. diajukan .... 



1. diajukan untuk SPPI' Tahun Pajak yang sama 
dengan Pajak yang Terutang untuk setiap SPPI' 
dengan ketetapan tidak lebih dari Rp 500.000,00 
(Hrna ratus ribu rupiah); 

2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 
disertai alasan yang jelas; 

3. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda; 
4. diajukan melalui Kepala Desa/ Lurah setempat; 
5. mengisi SPOP dan/atau LSPOP denganjelas, benar 

dan lengkap serta dttandatangani, untuk 
kesalahan ZNT dan keea]ahan nama Wajib Pajak 
atau aJamat objek a.tau subjek saja, sedangkan 
untuk kesalahan yang disebabkan karena 
kekeliruan memasukkan data tidak perlu mengisi 
SPOP dan /atau LSPOP; dan 

6. melampirkan bukti pendukung sebagai berikut: 
a) asli SPPT/SKPD/STPD/SKPDLB tahun 

berkenaan; 
b) telah melunasi PBB-P2 5 tahun terakhir; 
c) fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga 

atau identitas lainnya dari Wajib Pajak; 
d) surat tanda bukti hak atas Bumi dan/ atau 

Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (4) hurufb; dan 

e) surat keterangan Kepala Desa/Lurah; 
c. tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar 

untuk memproses surat permohonan adalah: 
1. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hat 

disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak; 
dan 

2. tanggal stempel pos, dalam hal surat permohonan 
disampaikan melalui pos. 

(5) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi pembetulan atas kesalahan atau 
kekeliruan yang bersifat manusiawi tidak mengandung 
persekongkolan antara Fiskus dan Wejib Pajak, berupa 
kesalahan tulis, kesalahan hitung, kekeliruan penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang­
undangan terhadap surat keputusan atau surat 
ketetapan sebagai berikut: 
a. SPPI'; 
b. SKPD; 
c. STPD; 
d. surat keputusan pemberian pengurangan; 
e. surat keputusan pengurangan sanksi administratif; 
f. surat keputuaan pembetulan; 
g. aurat keputuean keberatan; 
h. eurat keputusan pemberian imbalan bunga; dan 

i. surat .... 
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i. surat keputusan pengurangan sanksi administratif, 
surat keputusan penghapusan sanksi administratif, 
surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, atau 
surat keputusan pembatalan ketetapan pajak. 

(6) Permohonan pembetulan yang tfdak memenuhi 
persyaratan eebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan 
eehingga tidak dapat dlpertimbangkan. 

(7) Dalam hal permohonan pembetulan tidak 
dipertimbangkan eebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Bapenda harus memberitahukan secara tertulis 
kepada Wajib Pajak atau kuasanya. 

(8) Bentuk formulir permohonan pembetulan SPPT 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 4 
Pembatalan 

Pasal 36 

(1) Pembatalan atas SPPT/SKPD/STPD dapat dilakukan 
apabila SPPT/SKPD/STPD tersebut tidak benar dan 
seharusnya tidak diterbitkan. 

(2) Ketidakbenaran SPPT/SKPD/STPD sebagaimana 
dimakaud ayat (1) meliputi: 
a. data ganda Objek Pajak; dan/ atau 
b. Objek Pajak tidak ditemukan. 

(3) Pengajuan permohonan pembatalan SPPT/SKPD/STPD 
PBB-P2 dapat diajukan aecara perorangan/kolektif 
dengan perayaratan 
a. aurat permohonan diajukan aecara tertulla dalarn 

bahaaa Indonesia.; 
b. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda; 
c. permohonan kolektif dlajukan untuk SPPT dengan 

ketetapan tidak lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus 
ribu rupiah); 

d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak,dan 
dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh 
bukan Wajib Pajak harus dilarnpiri dengan Surat 
Kuasa; 

e. surat pengantar dari Desa/Kelurahan untuk pengajuan 
secara perseorangan; 

f. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau 
identitas lainnya dari Wajib Pajak; 

g. asli SPPT tahun yang berkenaan; 

h. khusus .... 
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h. khusus permohonan pembatalan secara kolektif 
dengan ala,san objek tidak ada melampirkan surat 
pemyataan dari kepala desa/ lurah yang menyatakan 
bahwa Objek Pajak yang dibatalkan tersebut tidak 
akan diajukan pendaftaran Objek Pajak baru1 baik 
atas nama wajib pajak semula maupun atas nama 
wajib pajak lain; dan 

i. surat keterangan Kepala Desa/ Lurah. 

ParagrafS 
Pengurangan Ketctapan 

Pasa137 

(1) Pengurangan k~tctapan SPP'f /SKPO/STPO dt\J)Rt 
dibenko.n kepada WRjlb Pajllk dens1m kt'tcnt\lLlt\: 
n. kArenn kondh1J terlt'ntll Objt'k Pajftk ynng ndl\ 

hubunp nnyn dengtm Subjek Pl\lllk dnn/ntnu knrt?nn 
■ebab tertentu lftlnnyn: dnn/ntnu 

b. dalam hal Objek Pajak tcrkcna bcncana alam a tau 
scbab lain yang luar biasa. 

(2) Kondisi tertentu Objck Pajak yang ada hubungannya 
dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab tertentu 
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
untuk 
a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi: 

1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi 
veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela 
kemerdekaan, penerima tanda jasa blntang 
gerilya, atau janda/dudanya; 

2. Objek Pajak berupo lnhon 
pertanfan/perlkanan/peternakan yang haellnya 
sangat terbataa yang Wajtb Pajnknyn ornng 
pribadf yang berpenghnsilan rendnhi 

3. Objek Pajak yang Wajtb Pajaknya orang pribadl 
yang penghasilannya eemata-mata berasal darl 
pcnsiunan, sehingga kewajiban membayar PBB­
P2 sulit dipenuhii 

4. Objek Pajak yang Wajlb Pajaknya orang pribadtyang 
bcrpenghaallan rcndah sehlngga kewajlban 
membayar PBB-P2 sulit dlpenuhl; dan 

S. Qbjek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadiyang 
berpenghasilan rendah yang NJOP ~r meter 
perseginya meningkat akibat perubahan ltngkungan 
dan dampak positif Pembangunan. 

b. Wajib Pajak Badan meliputi Objek Pajak yang Wajib 
Pajaknya adalah Wajib Pajak Sadan yang mengalami 
kerugian dan kesulitan !ikuiditas Tahun Paja~ 
sebelumnya sehingga tidak dapat memenuht 
kewajiban rutin. 

(3) Ocncnnn .... 
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(3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf 
b merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 
atau serangkaian peristiwa yang dtsebabkan oleh alam, 
meliputi gempa buml, tsunami, gunung meletus, banjir, 
kekerlngan, angln topan dan tanah longsor. 

(4) Sebab lain yang luar biasa sebagatmana dimaksud pada 
ayat ( l) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit 
tanaman dan/atau wabah hama tanaman. 

Paeal38 

Pengurangan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 37 dapat dtberlkan: 
11. aebesar 75 % (tujuh puluh llma persen) dari PBB-P2 yang 

terutang dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a angka 1; 

b. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh Hrna persen) dari 
PBB-P2 yang terutang dalam kondisi tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a 
angka 2, angka 3, angka 4 dan/atau angka 5, atau Pasal 
35 ayat (3) huruf c; dan 

c. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 
yang terutang dalam hal Objek Pajak terkena bencana 
alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4). 

Pasal 39 

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang 
yang tercantum dalam SPPT/SKPD. 

(2) PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT /SKPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok Pajak 
ditambah dengan sanksi administratif. 

(3) SP?T/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 
telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan 
untuk sanksi administratif. 

(4) Bentuk formulir permohonan pengurangan/pembatalan 
perorangan dan kolektif tercantum dalam Lampiran XV 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Paragraf 5 
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif 

Pasal 40 

(1) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi 
administratif diajukan secara perseorangan/kolektif. 

(2) SPPT/SKPD/STPD yang telah diajukan permohonan 
penghapusan atau pengurangan sanksi administratif 
tidak dapat diajukan kembali. 

(3) Bentuk .... 
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(3) Bentuk formulir permohonan penghapuean atau 
pengurangan sanksi adminietratif eebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran xvr 
yang merupakan bagian tfdak terpfsahkan darf Peraturan 
Bupati ini. 

Paeal 41 

(1) Keputusan Bupati penghapusan atau pengurangan 
eankei adminietratif dapat berupa mengabulkan 
eeluruhnya atau eebagian atau menolak. 

(2) Keputuean Bupati eebagaimana dfmakeud pada ayat (1) 
didasarkan pada hasil pemeriksaan. 

Bagian Ketujuh 
Prosedur Keberatan dan Banding 

Paragraf 1 
Keberatan 

Paeal 42 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepnda 
Bupati atas: 
a. penetapan aebagai Wajib Pajak; dan 
b. SPPT dan SKPD. 

(2) Pengajuan keberatan atas SPPT/ SKPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam 
hal: 
a. Wajib Pajak menganggap luas objek Bumi dan/ atau 

Bangunan, klasifikasi atau NJOP Bumi dan/atau 
Bangunan yang tercantum dalam SPPT/ SKPD tidak 
sesuai dengan keadaan sebcnamya; dan 

b. terdapat perbedaan penafsiran Peraturan 
Perundang-undangan PBB-P2 antara Wajib Pajak 
dengan Fiekus. 

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat 
diajukan aecara: 
a. perorangan atau kolektif untuk SPPT; dan 
b. perorangan untuk SKPD. 

(4) Keberatan terhadap SPPT dan SKPD dengan ketetapan 
sampai dengan Rp 200.000,00 (dua ratua ribu rupiah) 
diajukan secara perorangan atau kolektif melalui 
Kepala Desa/ Lurah yang bersangkutan. 

(5) Keberatan atas SPPT dan SKPD dengan ketetapan di 
ataa Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diajukan 
oleh WaJib Pajak secara perseorangan. 

(6) Bcntuk . ... 



(6) Bentuk formulir permohonan keberatan atas pajak 
terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan 
bagian tidak terpiaahkan dari Peraturan Bupati ini. 

.Pa1a_l 43 

( 1) Penpjunn keberatan tidnk menunda kewltjlban 
membayar PBll•P2 ya_ng t,erutans dan pelakt1ttntum 
penagihan Pajak. 

(2) Oalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahnn 
data dalam SPPT /SKPD Kepala Bapenda menerbltkan 
SPPT/SKPD baru berdasarkan keputuaan keberatan 
tanpa merubah aaatjatuh tempo pembayaran. 

(3) SPPT /SKPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tidak blsa diajukan keberatan. 

Pasal 44 

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua betas) 
bula.n aejak tanggal 11urat pengajunn keberatan 
sebagalmana dlmaksud dalam PaRal 43 ayat (1) dlterima, 
harue menetapkan keputusan atae keberatan yang 
diajukan berdaearkan berita acara Pemertksaan. 

(2) Dalam jangka waktu sebagalmana dlmaksud pada ayat 
(1), Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan 
atau penjelasan tertulis sepanjang Surat Keputusan 
Kcbcratan bclum ditcrbitkan. 

(3) Keputusan atas kebcratan acbagaimana dimakaud pada 
ayat ( 1) dapat berupa menerima seluruhnya atau 
aebagian, menolak atau menambah besamya Pajak yang 
Terutang. 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tclah lewat dan Bupati tidak memberi suatu 
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggnp 
dikabulkan. 

(5) Penetapan keputusan atas keboratan sebagaimana 
dimakaud pada ayat ( 1) dapat dilimpahkan kepada Kepala 
Bapenda. 

(6) Formulir berita acara Pemeriksaan sebagafmana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalarn Lampiran XVIII 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Paragraf 2 
Banding 

Pasal 45 

(l) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding 
hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap Surat 
Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati. 

o. bubor .... 



(2) Pengajunn pcrmohonan banding menangguhknn 
kcwajtban mcmbnyRr Pajak enmpai dengan I (satu) 
bulnn t1ejnk tnnggnJ penerbltnn Putuaan Bonding. 

Baglan Kedelapan 
Proecdur Pengembalian Kclebihan Pembayaran 

Pasal 46 

(l) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan 
pengembalian ke1ebihan pembayaran PBB-P2 kepada 
Bupati dalam hal: 
a. PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang 

seharusnya teru tang; 
b. dilakukan pembayaran PBB-P2 yang tidak 

seharusnya terutang; dan 
c. terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 

huruf b adalah Pajak yang masih harus dibayar 
termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda 
atau kenaikan yang tercantum dalam surat 
ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan perpajakan. 

(2) Kelebihan pembayaran PBB-P2 dapat terjadj karena: 
a. perubahan peraturan; 
b. surat keputusan pemberian pengurangan; 
c. surat keputusan penyelesaian keberatan; 
d. kesalahan penetapan; 
e. kekeliruan pembayaran; dan 
f. keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap. 
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

disampaikan dengan melampirkan paling sedikit: 
a. SPPT/SKPD dan SSPD asli; dan 
b. STPD. 

(4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) 
bulan sejak diterimanya surat permohonan 
pengembalian dari Wajib Pajak, menerbitkan: 
a. SKPDLB, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar 

ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; 
b. SKPDN, apabila jumlah PBB-P2 sama dengan 

jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang; dan 
c. SKPDKB, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar 

ternyata kurang dari jumlah PBB-P2 yang 
seharusnya terutang. 

(5) Pengembalian kelebihan PBB-P2 dilakukan dalam 
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 
diterbitkannya SKPDLB. 

(6) Penerbitan SKPDLB, SKPDN dan SKPDKB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan kepada 
Kepala Bapenda. 

(7) Fonnulir .... 
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(7) Formulir permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 47 

(l) Kelebihan pembayaran PBB-P2 diperhitungkan terlebih 
dahulu dengan Utang Pajak lainnya. 

(2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas 
kelebihan pembayarnn PBB-P2, keleblhan tersebut 
dapat diperhitungkan dengan Pajak yang alum 
terutang, 

(3) Perhitungan eebagaimana dimakeud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan. 

Bagian Kesembilan 
Prosedur Penentuan Kembali dan Penundaan Tanggal/ 

Saat J atuh Tempo 

Pasal 48 

(1) Bupati atas permintaan Wajib Pajak dapat menentukan 
kembali tanggal/ saat jatuh tempo pembayaran 
dikarenakan keterlambatan diterimanya SPPT. 

(2) Bupati atas permintaan Wajib Pajak dapat menunda 
tanggal/saat jatuh tempo pengembalian SPOP karena 
sebab tertentu. 

(3) Penentuan kembali tanggal/ saat jatuh tempo 
pembayaran dan menunda tanggal/saat jatuh tempo 
pengembalian SPOP atas permohonan Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dapat 
dilimpahkan kepada Kepala Bapenda. 

(4) Formulir permohonan penundaan tanggal jatuh tempo 
pembayaran SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan permohonan tanggal jatuh tempo pengembalian 
SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum 
dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kesepuluh 
lnformasi 

Pasal 49 

Wejib Pajak dapat memperoleh informasi yang 
berhubungan dengan pelaksanaan PBB-P2. 

BAB IV .... 



BAB JV 
PENOHAPUSAN PIUTANO PAJAK 

Pasal 50 

Ill Bupati dapat menghapuskan piutang Pajak 
dikarenakan tidak bisa tertagih dan/ atau sudah 
kedaluwarsa. 

(2) Penghapusan piutang Pajak sebagalmana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati 
berdasarkan usulan Kepala Bapenda. 

(3l Permohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana 
dimakaud pada ayat (2) paling sedikit memuat: 
a. nama dan alamat Wajib Pajak; 
b. jumlah piuta.ng Pajak; 
c. Tahun Pajak; dan 
d. alasan penghapusa.n piutang Pajak. 

(4) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. SP?T; 
b. SKPD; 
c, STPD; 
d. Surat Keputuaan Pembetulan, Keberatan dan Putusan 

Surat Keputusan Banding yang menyebabkan jumlah 
Pajak yang harus dibayar bertambah. 

(5) Piutang Pajak Wajib Pajak orang pribadi yang menurut 
data tunggakan PBB-P2 tidak dapat atau tidak 
mungkin ditagih lagi disebabkan: 
a. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak dapat 

ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak 
meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai 
ahli waria atau ahli waris tidak dapat ditemukan; 

b. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak 
mempunyai harta kekayaan lagi; 

c. tidak ditemukan ala.mat pemiliknya karena Objek 
Pajak eudah tutup; 

d. hak untuk melakukan penagihan sudah 
kedaluwaraa; atau 

e. Wajib Pajak tidak dapat ditagih Iasi karena sebab 
lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan 
lagi atau Dokumen sebagai dasar penagihan Pajak 
tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi 
diaebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan 
eeperti bencana alam, kebakaran dan lain 
sebagainya. 

(6) Piutang Pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data 
tunggakan PBB-P2 tidak dapat atau tidak mungkin 
ditagih lagi disebabkan: 

b. Wajib .... 
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a. bubar, likuidaei atau pailit dan pengurus, direksi 
komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak 
lain yang dibebanl untuk melakukan pemberesan atau 
likuidator atau kurator tldak dapat ditemukan; 

b. Wajtb Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak memilikt 
hart.a kekayaan lagt; 

c. penagihan Pajak eecara aktif telah dtlakeanakan dengan 
penyampalan aallnan aurat paksa kepada pengurus, 
dtrekst, Ukuldator, kurator, pengadtlan negerl, 
pengadilan niaga, baik eecara langsung maupun 
dengan menempelkan pada papan pengumuman atau 
media massa; 

d. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah 
kedaluwarsa; atau 

e. eebab lain seauai haeil pemerikeaan. 

Pa.sat 51 

(1) Untuk memastikan keadaan Wajlb Pajak atau piutang 
Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), wajib 
dilakukan Pemeriksaan setempat atau Pemeriksaan 
administrasi oleh Bapenda yang hasilnya dibuat 
uraian Pemeriksaan. 

(2) Uraian Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harua menggambarkan keadaan Wajib Pajak dan 
piutang Pajak yang bereangkutan eebagai daear untuk 
menentukan beeamya piutang Pajak yang tidak dapa.t 
ditaglh lagi dan diusulkan untuk dihapus. 

(3) Piutang Pajak hanya dapat diusulkan untuk dihapus 
setelah adanya uraian Pemerikeaan eebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

(4) Bapenda menyusun daftar usulan penghapusan 
piutang Pajak berdaearkan uraian Pemerikeaan dan 
menyampaikan daftar usulan dimaksud kepada Bupati. 

BABV 
PEMERIKSAAN 

Paeal 52 

(1) Kepala Bo.penda berwenang rnelnkukan Pemeriktuum 
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB,. P2 
dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 

(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban PBB-P2 dapat dilakukan dalam hal: 
a. terdapat indikasi Wajib Pajak tidak melaporkan Objek 

Pajak denga.n benar; dan 



b. Wajib Pajak mengajukan pennohonan pengemballan 
kelebihan pembayaran PBB-P2 selain permohonan 
karena keputusan keberatan, putusan banding, 
putusan pcninjauan kembali, keputuaan pengurnngnn, 
atau keputuun latn, yang mengaJ<ibatkan kelebihan 
pembayaran PBB-P2. 

ll1 Ruang lingkup Pcmcriksaan mcliputi Pemcriksa.an at.as I 
(aatu) Tahun Pajak bcrjalan dan/atau tahunstahun 
aebelumnya. 

Pasal 53 

( l) Pemerik&aan dilakukan dengan Pemerikaaan Kantor 
dan/atau Pemeriksaan Lapangan. 

(2) Pemerikaaan Kantor dUa.kukan dalam jangka waktu 
paling Jama 2 (dua} bulan yang dihitung sejak tanggal 
dtterbitkan SP2 aampai dcngan tanggal LHP 
ditandatangani. 

(3) Pemeriksaan Lapangan dllakukan dalam jangka waktu 
paling lama 4 (empat) bulan yang dlhltung ~jak tnnggal 
dtterbitkan SP2 sampal dengnn tru,ggal LHP 
dltandatangani. 

(4) Jangka waktu Pcmcr1ksann aebagnlmanR dlmaksud padn 
~yat (2) dan e_yat (J) diaclc&Rlkan dengan mempcrhntikan 
Jatuh tempo pemberian keputusan ates permohonnn 
pcngemballan keleblhan pcmbayaran. 

(5) Jang.ka waktu Pcmcriksann ecbagalmona dlmnkeud pndn 
ayat (2) dan ayat (3) diselcsalkan dengan memperhatikan 
jntuh tempo pemberian kcputu88n ata& permohonnn 
pengemoollnn kelebihan pemooyamn. 

(1) Hesil Pcmeriksaan dituangkan dalnm bentuk LHP dnn 
didokument.isikan dengan baik. 

(2) LHP digunakan aebagaJ dasar penerbitan: 
a. SKPD; dan 
b. SKPDU3. 

(3) Bentuk fonnat LHP acbogaimana dimaksud pada nynt ( I} 
tercantum dalam Lampl ran XXI yang mcrupakan bagi on 
tidak ttrpisahkan dari Ptr1uuran Bupatl Inf. 

BAB VJ 
KETENTUAN LAJN•LAIN 

Pa1&I 55 

(1) Terhadap Objek Pajak yang tidak/belum dlbaynr 
pajaknya oleh Wajib Pajak aampai batas waktu yang 
telah ditctapkan dapat dilakukan pencmpclnn 8l1ker 
dan/atau pemaaangan banner yang menyatokan bnhwn 
"Tanah dan Bangunan Belum Dilunaei PBB-P2 nyaH. 

(2) Bentuk .... 



(2) Bentuk stiker dan/atau banner sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 56 

Bentuk surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e, Pasal 6 ayat (2) huruf h, 
Pasal 9 ayat (2) huruf c, Pasal 34 ayat (2) huruf g angka 4, Pasal 35 ayat 
(4) huruf a angka 6 huruf f, dan Pasal 35 ayat (4) huruf b angka 6 huruf 
e tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 57 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 
32 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2014 Nomor 32), dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 58 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam .l::3erita Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

Ditetapkan di Marta ra 
pada tanggal /1, , ~ U12.lf 

MERING ULU TIMUR, 

' 
Diundangkan di Martap1,1ra 
pada tanggal 1' Daflvc:tr 1 'lo:U, 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

JU 
3ERITA DAERAH UPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 


